ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatgarmse abdi negara, dan
abdi masyarakat yang menjadi teladan bagi masyamdam tingkah laku,
tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundatapigan. PNS yang
melakukan perceraian diatur oleh Undang-Undang Ndmbahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 18§%a Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan PetabriNomor 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bag@Wai Negeri Sipil. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebalgraran, dan bagaimanakah
pemenuhan hak dan kewajiban PNS setelah perceatalangkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengabh.

Metode pendekatan yang digunakan adajahidis empiris spesifikasi
penelitian yaitudeskriptif analitis pengumpulan data diperoleh melalui data
primer dengan menggunakan teknik wawancara betstiu@an data sekunder
diperoleh melalui studi pustaka, metode analisita daenggunakaranalisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyebab @earerpada PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebaldarena; suami isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkdaantidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga, salah pdtak berbuat zina, salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (daf@)ri berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dan salatpgatk melakukan kekejaman
atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak Hawajiban mantan
suami yaitu memberi mut'ah kepada mantan istek barupa uang atau benda,
memberi nafkah hidup, tempat tinggal, dan perlepgkahidup selama mantan
isteri menjalani masa iddah, melunasi mahar yanguteng, sedangkan suami
mempunyai hak untuk rujuk selama isteri masih manjanasa iddah. Kewajiban
mantan isteri yaitu menjalani masa iddah sampaisagl serta isteri mempunyai
hak untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah daritaraisuami. Berakhirnya
pemberian nafkah iddah dari mantan suami kepaddamasteri, apabila masa
iddah telah habis. Hak anak adalah mendapatkagigikan, pengasuhan, kasih
sayang dari orang tua, kewajiban anak yaitu memgatrorang tua. PNS pria
yang bercerai mempunyai kewajiban tambahan untuklmeekan 1/3 (sepertiga)
bagian gaji kepada mantan isteri dan anak-anakfgeuali isteri terbukti zina,
isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan Wikt lahir maupun batin
terhadap suami, isteri menjadi pemabuk, pemadat, menjudi yang sukar
disembuhkan, isteri terbukti meninggalkan suamasel 2 (dua) tahun berturut-
turut dan tanpa alasan yang sah.
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